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ABSTRAK


Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan Rakyat ,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ( Disperkimtan ) Kabupaten Bandung, belum mampu memberikan hasil kerja yang efektif dan efesien khususnya dalam pelaksanaan Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif analisis dengan jenis pendekatannya adalah kualitatif. Metode yang bersifat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan.Sedangkan pendekatan kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya tercapai secara efektif. Artinya Pemerintah Kabupaten Bandng dalam hal melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan secara organisatoris belum banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin.Namun, program ini telah berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sedangkan tingkat responsivitas masyarakat. atas program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung ini telah memuaskan harapan, persepsi, atau nilai masyaraka. Walaupun masih tetap ada permasalahan/kendala yang muncul di masyarakati.
Fungsi Strategi Pengembangan Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Di Kabupaten Bandung melalui faktor 1) Plan (structured to unstructured), 2) Power (unilateral to delegated), 3) Relationship (impersonal to personal) dan
4) Tempo (revolutionary to evolutionar), belum berjalan sepenuhnya secara efektif. Berdasarkan hasil Analissis SWOT, beberapa hal yang harus dapat dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Di Kabupaten Bandung sehingga hasilnya efektif, yaitu:
a. Adanya regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) baik dari tingkat Kementrian PUPR, maupun dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi dan Kabupaten.
b. Pengembangan/struktur organisasi dalam pelaksanaan Program Rutilahu dimana BKM ditetapkan oleh anggota, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana swakelola
c. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Di Kabupaten Bandung sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
d. Partisipasi yang diberikan masyarakat tidak hanya berupa uang, barang, tenaga, dan yang lebih terlihat nyata mereka yang melakukan pekerjaan juga membawa bahan makan ataupun makanan dari rumah sehingga waktu istirahat, mereka makan bersama-sama.
e. Memaksimalkan peran lembaga swadaya masyarakat atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menampung aspirasi dari berbagai pihak.
f. Terdapat Platform kolaborasi, yang bernama lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga dengan adanya kerjasama ini dapat membangun komitmen antara lembaga swasta dengan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menangani permukiman kumuh.
g. Memaksimalkan kinerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
h. Meningkatkan kinerja SDM dalam penanganan permukiman kumuh serta dalam pengembangan teknologi informasi dalam menyebarluaskan informasi

Kata Kunci :Fungsi Strategi Pengembangan Organisasi

ABSTRACT

The main problem in this research is that the Department of Public Housing, Settlement and Land Areas (Disperkimtan) Bandung Regency, has not been able to provide effective and efficient work results, especially in the implementation of the Uninhabitable Home Improvement Program (Rutilahu).
The research method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach. A method that describes a situation that is ongoing at the time the research is carried out. While the qualitative approach is intended as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior.
Based on the results of the research that the implementation of organizational development in the implementation of the Uninhabitable House Program at the Public Housing, Settlement and Land Areas in Bandung Regency has not been fully achieved effectively. This means that the Government of Bandng Regency in terms of through the Office of Public Housing, Settlement Areas and Land has not helped the community much to improve the quality of life/health status of the poor. However, this program has played a role in reducing the number of uninhabitable houses. While the level of community responsiveness. The improvement program for uninhabitable houses (Rutilahu) in Bandung Regency has satisfied the expectations, perceptions, or values of the community. Although there are still problems / obstacles that arise in society.
Organizational Development function Strategy in Implementing Uninhabitable Houses Program at the Public Housing, Settlement and Land Areas in Bandung Regency through factors 1) Plan (structured to unstructured), 2) Power (unilateral to delegated), 3) Relationship (impersonal to personal) and 4) Tempo (revolutionary to evolutionary), has not been fully effective. Based on the results of the SWOT analysis, several things must be done by the Department of Public Housing, Settlement and Land Areas in Bandung Regency so that the results are effective, namely:
a. There are clear regulations regarding the implementation of the Uninhabitable Houses Program (Rutilahu) both from the PUPR Ministry level, as well as from the Provincial and Regency Public Housing, Settlement and Land Areas.
b. Development/organizational structure in the implementation of the Rutilahu Program where BKM is determined by members, responsible for the realization of physical, financial, and administrative activities/works carried out according to the self-management plan
c. The vision and mission of the Department of Public Housing, Settlement and Land in Bandung Regency is in line with the West Java Provincial Government
d. The participation given by the community is not only in the form of money, goods, energy, and what is more visible is those who do the work also bring food or food from home so that during rest, they eat together.
e. Maximizing the role of non-governmental organizations or the Community Self-Help Agency (BKM) in accommodating the aspirations of various parties.
f. There is a collaboration platform, called a non-governmental organization (NGO) or Community Self- Sufficiency Agency (BKM) with the Bandung Regency Government, so that this collaboration can build commitment between private institutions and the Bandung Regency Government to deal with slum settlements.
g. Maximizing the performance of the Housing and Settlement Area Working Group (Pokja PKP)
h. Improving the performance of human resources in handling slums and in developing information technology in disseminating information
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